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ABSTRAK 
 
 
A. IAN NUARY PRATAMA ( B111 08 811 ), Tindak Pidana 
Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Dengan Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi 
Kasus Putusan No. 1686 / Pid.B / 2010 / PN.Mks) dibimbing oleh 
Aswanto sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai      
Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa 
hak senjata tajam dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks, dan Untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa. Sebagai contoh kasus penerapan hukum pidana 
dalam tindak pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa hak senjata 
tajam dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks., serta untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. 
 
 Penelitian ini dilakukan di Makassar yang lokasi penelitiannya 
bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan mengadakan 
wawancara kepada pihak yang terkait yang menangani secara langsung 
kasus penganiayaan yang dimaksud serta menelaah dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.  
  
 Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1). Penerapan hukum 
pidana terhadap delik pemerasan dan pengancaman kekerasan terhadap 
orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus No. 1686/ 
Pid.B/ 2010/ PN.Mks sudah tepat, karena perbuatan terdakwa lebih 
memenuhi unsur Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/ 1951 Tentang 
Penguasaan Tanpa Hak Senjata Api dan Senjata Tajam sebagaimana 
yang menjadi surat dakwaan subsidair oleh jaksa penuntut umum. Serta 
memandang Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP yakni mengatur 
tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan/ ancaman kekerasan 
yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena Majelis Hakim lebih 
berpandangan bahwa perbuatan terdakwa kurang mencocoki unsur dari 
delik yang dimaksud. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana putusan perkara pidana No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks dengan 
terdapatnya tiga alat bukti yang sah serta hakim yakin sehingga Majelis 
Hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah sangatlah 
sepadan dengan perbuatan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah. 
Indonesia merupakan Negara yang secara historis pernah 
mengalami masa penjajahan yang cukup panjang, dengan demikian 
merupakan suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi 
dan menjaga konstitusional sebagai upaya dalam rangka menciptakan 
bangsa yang berlandaskan atas norma-norma, nilai-nilai dan juga kaidah-
kaidah yang berlandaskan pelbagai aspek hukum yang ada didalamnya 
guna menciptakan pembaruan hukumnya secara menyeluruh. 
Korelasi antara hal yang sebagaimana disebutkan di atas dengan 
hukum pidana, yakni telah sejak lama dilakukan bergbagai usaha-usaha 
untuk memperbarui hukum pidana. Substansi yang dimaksud disini adalah 
pidana materiil (hukum pidana substantif), yang harus dilakukan bersama-
sama dengan bidang hukum yang lain dan tentunya pula hukum pidana 
formil (hukum acara pidana). Baik hukum pidana materiil dan juga hukum 
pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang          
di dalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana 
yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa 
Repubik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    
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Menciptakan suatu kodiikasi hukum pidana nasional sebagai upaya 
untuk menyesuaikan diri dengan karakter dari Bangsa Indonesia ini sendiri 
merupakan tujuan utama dalam rangka pembaruan hukum pidana 
Indonesia.  
Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga 
negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang 
diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana 
Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi 
aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang 
berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud 
mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-
undang hukum Pidana memilikibatasan-batasan tersendiri untuk 
membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain.  
Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus premanisme 
yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari 
premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman. 
Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan 
untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab 
seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi 
perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan 
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pengancamanpun adalah hal yang paling identik dengan bentuk 
premanisme.  
Kasus Nomor 1686/Pid.B/2010/PN.Mks, jaksa penuntut Umum 
menggunakan  surat dakwaan campuran. Surat dakwaan campuran yakni 
merupakan kombinasi antara dakwaan primair subsidair dan dakwaan 
komulatif yang kemudian digunakan jaksa penuntut umum guna menjerat 
terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni primair pada Pasal 365 ayat (1) dan 
ayat (2) ke-2 KUHP, subsidair Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Daruat No.12 Tahun 1951. 
Dakwaan primair dalam kasus ini adalah pasal pencurin dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan dan pencurian yang disertai dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih 
pasal subsidair adalah delik pemerasan atau pengancaman yang 
dilakukan secara bersama-sama dan menguasai tanpa hak senjata api. 
Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum memiliki banyak variable 
yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu harus dibuktikan 
bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan. Pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP yakni : 
“Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
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Kemudian jaksa pun harus membuktikan bahwa tindakan terdakwa 
dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pasal subsidair yang didakwakan 
oleh Jaka Penuntut Umum adalah delik pemerasan atau 
pengancamanyang dilakukan oleh dua orang atau lebih (deelneming) dan 
pelaku menguasai senjata tajam tanpa hak. 
Jaksa Penuntut Umum dalam pasal subsidair inipun harus 
membuktikan banyak variable yaitu pelaku melakukan pengancaman yang 
dilakukan secara bersama-sama serta pelaku dalam perbuatannya 
tersebut juga menguasai senjata tajam tanpa hak. Pada kasus ini, majelis 
hakim memanjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal subsidair, ini 
berarti dari sudut pandang hakim bahwa pasal primair yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa.  
Kasus Nomor 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks dengan nama terdakwa 
Wawan alias Rais daeng Naba divonis bersalah karena terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengancaman 
dan tanpa hak menguasai senjata api pada hari sabtu tanggal 18 
september 2010. 
Terdakwa melakukan tindak pidana dengan memaksa korban 
menyerahkan handphonenya dengan mengunakan ancaman sebilah 
badik. Terdakwa wawan berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan 
memonceng terdakwa Rijal (DPO) dalam menjalankan aksinya yakni 
dengan melalukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi 
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korban Sasbhya alias Bhya, dengan cara terdakwa Rijal (DPO) 
mengayunkan sebilah badik kearah saksi korban agar memberikan secara 
paksa atas Handphone milik saksi korban dengan maksud untuk memiliki 
tanpa seizing oemilik yaitu saksi korban Ahdan Sanusi dan Sasbhya alias 
Bhya.  
Dengan posisi kasus seperti ini Jaksa tidak ingin mengambil resiko 
terdakwa lepas dari jerat hukum sehingga jaksa memakai surat dakwaan 
campuran . 
 
B. Rumusan Masalah. 
Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa hak 
senjata tajam dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana putusan perkara pidana No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks. ? 
 
C. Tujuan Penelitian.  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana pemerasan dengan pengancaman kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa hak 
senjata tajam dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks.  
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa.  
 
D. Kegunaan Penelitian. 
1. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dibidang hukum khususnya pada penerapan pasal 
terhadap delik pemerasan dengan pengancaman kekerasan 
yang dilakukan secara bersama-sama dan delik penguasaan 
tanpa hak senjata tajam.  
2. Melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjuan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Berdasarkan teoridalam ilmu hukum pidana, tindak pidana juga 
dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, 
dan delik. Perundang-undangan sendiri, mengenal terdapat beberapa 
istilah untuk tindak pidana seperti peristiwa pidana (Undang-Undang 
Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No.1 
Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 
Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere 
Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 
1953 tentang Pemilihan Umum).  
Sementara dalam khasanah Ilmu pidana kontemporer penggunaan 
kata delik yang dominan seperti pada KUHP/ KUHAP mulai digantikan 
oleh kata Tindak pidana seperti dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU 
Tindak pidana Teroris, UU Tindak pidana Pencucian uang dan lain-lain. 
Meskipun demikian, secara mendasar kesemua istilah diatas berasal dari 
kata strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan 
feit. Straf dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar dapat 
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diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Amir Ilyas (2012;19) istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa atau 
perbuatanyang dapat dipidana. Sedangkan delik adalah suatu perbatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. 
Adami Chazawi (2005;70) untuk kata delik sebenarnya tidak punya 
hubungan dengan kata strafbaar feit. Kata delik berasal dari bahasa latin 
yaitu delictum, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan 
mengenai pengertiannya. 
Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri menegaskan 
pengertian dari tindak pidana atau delik, terdapat pada Pasal 1 ayat 1 di 
jelaskan bahwa : “ Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada, 
sebelum perbuatan dilakukan “. 
Batasan tindak pidana adalah perbuatan pidana yang didahului 
oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pandangan ini dikenal 
luas sebagai pandangan dualistic. Pandangan ini berpendapat bahwa 
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus 
dipisahkan. Rumusan tindak pidana adalah sebagai berikut : 
a. Adanya perbuatan manusia  
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang 
c. Bersifat melawan hukum 
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Pengertian diatas memang tidak memasukkan unsur pertanggung 
jawaban pidana, namun menegaskan bahwa agar terjadinya tindak pidana 
tidaklah cukup dengan terjadinya tindak pidana itu sendiri, tetapi juga 
mengenai apakah orang yang melakukan tindak pidana dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. 
Selain aliran dualistik, dalam khasanah hukum pidana juga dikenal 
aliran monistik, dalam pandangan aliran ini defenisi tindak pidana adalah 
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
2. Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan 
Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka 
dapat dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat-syarat 
pemidanaan. Menurut Adami Chazawi (2010;79) unsur tindak pidana 
secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu 
sudut pandang teoritik dan sudut pandang undang-undang. Sudut 
pandang teoritik memisahkan unsur-unsur pidananya menurut 
pandangannya masing-masing. Pandangan yang pertama yakni 
pandangan monolistik, seperti unsur yang diberikan oleh Simons dan 
Bauman. Pandangan dualistik seperti yang dianut oleh Moeljatno yang 
memberikan unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia, 
perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang dan 
bersifat melawan hukum.  
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Adami Chazawi (2010;83-115), mengemukakan unsur rumusan 
tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang pada pokoknya 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Unsur Tingkah laku  
Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana 
atau unsur tindak pidana karena, tindak pidana berbicara mengenai 
larangan berbuat sesuatu. 
b. Unsur Mewalan Hukum 
Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau 
terlarang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir 
dari undang-undang ataupun dari masyarakat.  
c. Unsur Kesalahan 
Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini 
melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang 
menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum 
perbuatan pelaku. 
d. Unsur Akibat Konstitutif  
Unsur kesalahan konstitutif terdapat pada tindak pidana 
dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak 
pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 
pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 
dipidananya pembuat.  
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e. Unsur Keadaan yang Menyertai 
  Unsur keadaan yang  menyertai adalah unsur tindak pidana 
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana 
perbuatan dilakukan. 
f. Unsur Syarat Tambahan  
Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya 
terdapat pada tindak pidana aduan. Artinya unsur ini hanya timbul 
jika tindak pidana tersebut diadukan, seperti tindak pidana 
persidangan. 
g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 
Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan 
unsur atau syarat selesainya tindak pidana. 
h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah 
unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan 
dilakukan yang menentukan apakah pebuatannya dapat dipidana 
atau tidak. 
i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana 
Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur ini 
adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan 
pertahankan dalam rumusan tindak pidana. 
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j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana 
Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek 
hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam berapa 
tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu 
saja, seperti Pasal 375 dan Pasal 267 KUHP dan lain-lain. 
k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana  
Unsur ini dibagi atas dua yaitu yang bersifat objektif seperti 
pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam 
pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan 
dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan 
pelaku tindak pidana terletak pada perilaku pelaku tindak pidana itu 
sendiri.  
Unsur-unsur tindak pidana juga dibagi dua oleh Leden Marpaung  
(2008;9) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yakni : 
Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Artinya, 
suatu perbuatan pidana tidak mungkin ada tanpa adanya 
kesalahan. Unsur Objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri 
pelaku seperti perbuatan atau act, akibat atau result, keadaan-
keadaan  sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan 
hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut : 
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Isi hukum pidana adalah : 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman pidana 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum 
pidana. 
3. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian 
peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah 
yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 
bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan 
hukum pidana.  
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum 
pidana materiil dan fomil sebagai berikut : 
“ Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. 
Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil 
diwujudkan sehingga diperoleh keputuan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan keputusan hakim “. 
 Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang apabila tidak 
dipenuhi anak maka diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana 
formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum 
pidana materiil. 
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 Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), arti dari pidana 
itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni  semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
 Menurut Simons (P.A.F. Lamintang,1984 : 48), mengatakan bahwa 
pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu 
putusan hakim yang telang dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
Begitu pula dengan Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), telah 
merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh 
penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa 
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta 
kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak 
pidana. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapar dibenarkan secara normal bukan terutama karena si terpidana telah 
terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain 
dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori 
konsekuensialisme. 
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Berdasarkan hal di atas, pidana dan pemidanaan serta siapa yang 
berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka 
dapat memberikan penjelaskan apa tujuan dari pemidanaan tersebut. 
2. Jenis – jenis Pidana 
 Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP (R.Soesilo;1995), 
Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) penggolongan pidana, 
yaitu : 
1. Pidana Pokok, yang antara lain : 
(1).Pidana Mati 
(2).Pidana Penjara 
(3).Kurungan 
(4).Denda 
2. Pidana Tambahan  
(5).Pencabutan Hak-hak tertentu 
(6).Perampasan barang-barang tertentu 
(7).Pengumuman putusan hakim 
 
Jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang akan 
dipaparkan tentang jenis – jenis dari pidana tersebut adalah              
sebagai berikut : 
a) Pidana Pokok 
Uraian pidana sebagai berikut : 
1). Pidana Mati 
Didalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati semakin banyak. Didalam KUHP sudah 
menjadi sembilah buah Pasal, yaitu : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 
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ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 
340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 
479 ayat (2) KUHP.  
Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) 1959 yang dapat 
memperberat ancaman pidana tindak pidana ekonomi jika dapat 
menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat, 
Undang-undang Narkotika (Undang-undang No.22 Tahun 1997) 
khususnya pada Pasal 80 ayat (1) butir a, Pasal 82 ayat (1) butir a, 
ayat (2) butir a, dan ayat (3) butir a, Undang-undang Psikotropika 
(Undang-undang No.5 Tahun 1997) pada Pasal 59 ayat (2) dan 
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999) khususnya pada Pasal 2 jika dalam 
keadaan tertentu. 
Pidana mati tercantum didalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, 
b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e   Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(HAM). 
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 
10, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan 
Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau 
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pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak 
pidana terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap tindak pidana 
tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14). 
Didalam semua peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan diatas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara 
alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada 
umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan 
pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.  
2). Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya 
kemerdekaan / kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi 
juga berupa pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman 
kolonial dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada 
hak istimewa Gubernur Jendral (exorbitante). Pidana penjara 
bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara 
seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada 
ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara 
dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum 
ialah lima belas tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara 
maksimim ialah lima belas tahun. Pengecualian terdapat diluar 
KUHP, yaitu seperti dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Undang-undang No.3 Tahun 1971). 
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Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah 
dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan 
penolakan grasinya akan berbuat semaunya didalam penjara 
karena mereka beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika 
mereka tidak akan mendapatkan pembebasan.  
Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, 
bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, 
tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti 
dibawah ini : 
a. Hak untuk memilih dan dipilah 
Tentang hal ini, dapat dilihat pada Undang-undang Pemilihan 
Umum di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah 
agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur 
immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.  
b. Begitu pula hak memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.  
c. Sering pula diisyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-
perusahaan. Dalam hal ini, telah dipraktekkan pengunduran 
dalam batas-batas tertentu. 
d. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya 
saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan 
lain-lain. 
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e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian 
menurut hukum perdata.  
g. Begitu pula hak untuk kawin sementara menjalani pidana 
penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat 
formalitas belaka. 
h. Begitu pula beberapa sipil lainnya.  
Semua yang tersebut dalam pidana tambahan, namun 
secara praktis terbenih (inherent) dalam pemenjaraan itu sendiri, 
yang kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Bahkan, masih 
banyak hak-hak kewarhanegaraan lain yang hilang jika seseorang 
berada dalam penjara. Oleh karena itu, tidak akan mungkin 
seorang narapidana mendapat surat keterangan kelakuan baik 
sedangkan surat demikian merupakan surat penting dalam 
kehidupan di Indonesia. 
3). Pidana Kurungan 
Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006 : 289), 
pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu : 
a) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa 
dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan 
satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 
KUHP).  
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Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, contoh 
yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan.  
b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan 
kemerdekaan untuk tindak pidana pelanggaran. 
 
Pada tindak pidana dolus  tidak ada pidana kurungan, 
kecuali dalam satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan culpa 
seperti Pasal 483 dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel 
padanannya di Negeri Belanda, yaitu artikel 418 dan 41 WvS). 
Sebaliknya, terdapat pidana penjara dalam tindak pidana culpa, 
alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu Pasal juga terdapat 
unsur sengaja dan culpa. Contohnya ialah Pasal 293 KUHP (Vos 
menyebut Artikel 248 WvS). Mengapa ada pidana penjara pada 
tindak pidana culpa, menurut Vos karena sulit menarik garis 
pemisah antara dolus dan culpa. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang 
ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah 
pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan 
dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang 
dipandang ringan seperti tindak pidana culpa dan pelanggaran. 
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Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam 
pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan 
ketempat lain diluar tempat di berdiam pada waktu eksekusi, tanpa 
kemauannya sendiri. Peberdaan lainnya lagi, ialah pekerjaan yang 
dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding 
terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).  
Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di 
dalam Pasal 20 KUHP jo. Sbld 1925 No.28, bahwa hakim didalam 
keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan 
kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu 
bulan untuk tinggal bebas diluar penjara setelah selesai jam kerja. 
Terpidana harus melaporkan diri di tempat kerja yang ditentukan, 
dan jika dilalaikan, ia akan menjalani pidananya didalam penjara.  
Orang-orang menyebut bahwa pidana penjara itu bertujuan 
untuk menakutkan (afschrikking) bukan untuk perbaikan. 
Sebenarnya pidana kurungan harus diberikan tempat tersendirinya, 
biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-
orang yang disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah 
pembangunan Rumah-rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Untuk sementara, 
rumah penjara yang ada masih juga digunakan sebagai rumah 
negara dimaksud. 
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Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan pidana 
kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada 
keramaian serta datangnya tamu-tamu asing.  
4). Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua 
dari pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana 
pengasingan. Pidana penjara terdapat pada setiap masyarakat, 
termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda juga dikenal pada 
zaman Kerajaan Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat 
primitif dan tradisional di Indonesia.  
Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap 
delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh 
karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana 
yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun 
denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan 
jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama 
terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana 
denda juga pada tindak pidana berat, tetapi bersifat akumulasi, 
artinya diterapkan pidana penjara dan juga pidana denda pada 
delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.  
Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan 
pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap 
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orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 
Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan 
kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara 
perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda 
dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika 
terpidana tidak dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah 
diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara 
perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah 
membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Hal inilah 
yang banyak disalah tafsirkan oleh orang awam, terutama dalam 
hal pelanggaran lalu lintas sering dipikir jika telah membayar ganti 
kerugian kepada korban (kadang-kadang diperantarai oleh oknum 
kepolisian sendiri), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya 
tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh 
jaksa, yang meskipun hanya bersifat meringankan yang nantinya 
akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam praktinya. Pada 
kenyataannya, perkara demikian seringkali diselesaikan dengan 
adanya perdamain para pihak  tanpa adanya tindak lanjut ke 
kejaksaan oleh karena telah ada perdamaian sebelumnya tersebut. 
Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara 
administrasi dan fiskal, misalnya denda terhadap penyelundupan 
dan penunggakan pajak. Bahkan, di Indonesia banyak instansi 
yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya 
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denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor 
kendaraan (STNK), terlambat mengganti kartu penduduk, 
mendirikan bangunan sebelum izin keluar, dan lain-lain. Denda 
jenis ini sudah pasti bukan jenis pidana denda melainkan hanya 
merupakan suatu denda administratif, meskipun memiliki sifat yang 
sama.  
Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan 
denda pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif ini, 
pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, 
berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak 
yang ditentukan dalam KUHP. 
Dalam Undang-undang, tidak ditentukan batas minimum 
khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah 
ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, 
kemudian diubah dengan Undang-undang No.18 (Prp) Tahun 1960 
(LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat. 
Lamanya pidana kurungan pengganti denda, ditentukan 
secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum 
satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). 
Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal 
gabungan (Concursus), residive, dan tindak pidana jabatan 
menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP). 
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Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang 
mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan Grasi tidak menunda 
pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. 
b) Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok / adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah 
dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya 
dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-
hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 
250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP. 
Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat 
sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif 
inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam 
kemungkinan mendapat Grasi. 
1). Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak 
meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil 
(perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. 
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Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 
tegas ditentukan oleh undang-undang dan mencabut beberapa hak 
bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada Pasal 350 
KUHP. 
Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah 
sebagai berukut yakni pada pidana seumur hidup, lama adalah 
seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, 
lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima 
tahun lebih lama dari pidana pokoknya.  Sedangkan dalam pidana 
denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan 
hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). 
Hak-hak yang dapat dicabut tersebut dalam Pasal 35 KUHP, 
yaitu : 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang  
jabatan tertentu; 
b) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasehat (raadment) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali 
pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri; 
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e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian. 
Dalam ayat (2) pasal ini, dikatakan bahwa putusan hakim 
tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika 
dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk 
pemecatan itu. 
2). Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah 
dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi 
menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang 
bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk 
mengisi kekayaan. 
Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 
1810  walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. 
Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan 
berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita 
tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan 
dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.  
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3). Pengumuman Putusan Hakim 
Didalam Pasal 43 KUHAP, ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab 
undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh 
ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjukkan Pasal 127 KUHP 
yaitu, dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam 
penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan 
darat), Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 204 dan 
Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena 
kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi 
nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP 
(menunjukkan Pasal 359 s/d Pasal 360 KUHP, yaitu karena 
kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 
ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 
KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP 
(menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/ 
bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 392 dan 
Pasal 405 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak). 
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3. Tujuan dari Pemidanaan 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 
pendapat-pendapat dan juga pandangan dari para pakar hukum, tetapi 
Van Bemmelen telah berfikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat 
pidana itu semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat 
pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau 
telah mengaitkan lembaga-lemabaga pidana atau pemidanaan itu antara 
lain dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan lembaga-lembaga 
tersebut.  
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro    (2009 : 16) 
adalah sebagai berikut :  
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 
preventif) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu 
yangsudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak 
melakukan kejahatan lagi. 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  
 
Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan 
tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan 
kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan 
pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul 
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.  
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Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi 
tiga sasaran (P.A.F. Lamintang, 1984 : 23), yaitu : 
a. Memperbaiki pribadi penjahat; 
b. Membuat orang menjadi jera; 
c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.  
Dari kerangka pemikiran itu  melahirkan beberapa teori tujuan 
pemidanaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa teori 
sebagaimana yang dimaksudkan, yakni sebagai berikut : 
a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 
untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu 
pemidanaan adalah pembalasan (revegen). 
Kant menambahkan (P.A.F. Lamintang, 1984 : 25), bahwa 
dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang 
disebut kategorischen imperative menghendaki agar setiap 
perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang 
sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap 
pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu 
harus dikesampingkan. 
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Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana 
merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang 
melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan 
suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan 
merubah etika dari yang jahat ke yang baik. 
Adanya beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan 
tentang adanya kehararusan untuk diadakannya pembalasan itu 
(Adami Chazawi, 2005 : 159),  yaitu sebagai berikut : 
1). Pertimbangan dari sudut ke-Tuhanan 
Pandangan berdasarkan sudut ketuhanan ini dianut oleh 
Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet, menyatakan bahwa 
pemerintah negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana 
sekeras-kerasnya bagi pelanggar atas keadila ketuhanan itu. 
Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan 
ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar 
terhadap keadilan Tuhan tersebut. 
2). Pandangan dari sudut etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, dengan 
menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah 
diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai 
sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. 
Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan 
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menjalankan pidana dalan rangka memenuhi keharusan yang 
dituntut oleh etika tersebut.  
Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar 
dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena kejahatan itu 
sendiri. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan 
tersebut itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan sesungguhnya 
adalah menekankan pada suasana penjara atau penderitaan. 
b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini tentunya berbeda dengan teori absolut. Dasar 
pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya 
penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya 
lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, 
pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) 
diadakan. 
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Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1). Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking); 
2). Bersifat memperbaiki (verbentering/ reclasering); 
3). Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken).  
Terdapat dua macam sifat pencegahan dari teori ini, yaitu : 
1). Pencegahan Umum (general preventie), dan 
2). Pencegahan Khusus (speciale preventie). 
 
c) Teori Gabungan/ Modern (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting 
adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, Van List 
(Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut : 
1). Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
2). Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis. 
3). Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah memberantas kejahatan. Pidana 
bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak 
boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan 
dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. 
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Dari pandangan atau pendapat para pakar hukum, dengan 
apa yang terjadi dalam masyarakat sangat jauh berbeda sehingga 
instrumen pidana tidak dapat memberikan fungsi prevensi apapun 
bagi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. 
Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusa 
tentang tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru 
tampak dan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (RKUHP) 1972 yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara dan penduduk. 
b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi 
anggota masyarakat yang berguna. 
c. Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana. 
 
Dilihat dari konsep diatas, nampak adanya suatu perbedaan 
tujuan antara tujuan pidana dan pemidanaan, bertolak dari suatu 
pandangan filsafat pembinaan atau treatment philosophy. 
Karena adanya pandangan yang berbeda dari konsep 
diatas, maka konsep diatas mendapat perubahan-perubahan yang 
tercantum dalam Rancangan Undang-undang (KUHP) Tahun 1982 
/ 1983 dalam Pasal 3 ayat (1) (Djoko Prakoso, 1988:48) hingga 
pada RKUHP 2008 pada Pasal 52, menyatakan bahwa tujuan 
pidana dan pemidanaan adalah : 
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1). Pidana bertujuan untuk : 
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat ; 
b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan 
demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta 
mampu hidup bermasyarakat ; 
c) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, 
memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat ; 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia.  
 
Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut diatas 
nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang 
dicapai dari pidana dan pemidanaan di Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 
P.A.F. Lamintang (1984 : 23) menyatakan bahwa : 
“ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan 
yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : 
1). Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ; 
2). Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan, dan  
3). Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, 
yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi. “ 
 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-
perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan 
terutama tindak pidana ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu 
yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan 
masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut 
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sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau 
pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. 
C. Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman 
Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana 
pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP : 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan 
sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang 
lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, 
diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 
tahun 
Menurut  R. Soesilo (1995:256) unsur-unsur yang ada dalam pasal 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Memaksa orang lain; 
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang 
lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hak; 
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada 
orang ,sehingga orang tersebut mellakukan sesuatu yang berlawanan 
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dengan kehendak sendiri. Memaska disini juga termasuk jika orang yang 
berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. 
Definisi memaksa dapat dilihat dalam pasal 89 yang berbunyi :          
“ yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau 
tidak berdaya lagi (lemah) ”. 
Menurut Soesilo (1995;98)  yang dimaksud dengan kekerasan disni  
adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini 
penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk 
didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan 
sebagainya. 
Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau 
ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut 
kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar 
pemilik barang menyerahkan barangnya. 
 Menurut Andi Hamzah (2009;89) maksud untuk menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan 
tersebut. 
Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberiikan 
pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons dalam E.Y. Kanter dan S.R. 
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Sianturi (2002:143) bahwa sebagai pengertian dari bersifat melawan 
hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Pandangan 
Pompe terkait dengan pengertian melawan hukum dalam E.Y. Kanter dan 
S.R. Sianturi (2002:143) mempersamakan “  tindakan yang tidak sesuai 
dengan hukum  ” dengan “  bersifat melawan hukum  “. Pendapat lain dari 
pakar yakni sebagaimana yang dikemukakan Moeljatno dan Roeslan 
Saleh dalam E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:143) mengemukakan 
bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum 
harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.  
 Dari beberbagai pandangan para pakar dalam memberiikan 
pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa 
bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak 
sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu 
kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku). 
D. Tinjauan Umum Terhadap Penyertaan (Deelneming)  
1. Pengertian Penyertaan  (Deelneming) 
Kata deelneming berasal dari bahasa Belanda dari kata deenemen 
yang berarti menyertai dan deelneming  diartikan sebagai penyertaan, 
dalam hukum pidana sering terjadi suatu tindak pidana dilakukan lebih 
dari satu orang.   
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 2008:77) 
deelneming berarti apabila satu tindak pidana tersangkut beberapa orang 
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atau lebih dari satu orang. Pengertian ini dibantah oleh Leden Marpaung 
(2008:77) yang mengatakan bahwa orang-oarang tersebut haruslah 
mampu bertanggung jawab. 
Menurut Leden Marpaung (2008:77) deelneming memiliki dua sifat 
yaitu deelneming yang bersifat berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban 
dari setiap pelaku dihargai sendiri-sendiri dan deelneming yang yang tidak 
beridiri sendiri yaitu pertanggungjwaban dari pelaku digantungkan pada 
perbuatan pelaku lainnya. 
Didalam KUHP deelneming diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 
KUHP berikut : 
Pasal 55 KUHP 
(1). Dihukum  sebagai pelaku tindak pidana 
1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu; 
2. Mereka yang memberii, menjanjikan sesuatu, salah 
memakai kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, 
paksaan atau ancaman atau penyesatan atau memberiikan 
kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk 
supaya perbuatan itu dilakukan. 
(2). Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah 
perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, 
beserta akibat-akibatnya. 
 
Pasal 56 KUHP: 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum : 
(1). Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan 
(2). Mereka dengan sengaja memberiikan kesempatan, ikhtiar atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
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Pada Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut diatas dapat dijumpai lima 
peran pelaku yaitu : 
1. Orang yang melakukan (dader) 
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) 
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) 
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige) 
 
2. Bentuk-bentuk Penyertaan 
a. Orang yang melakukan (dader) 
Dader dalam bahasa Belanda berarti pembuat. Kata dader 
berasal dari kata daad yang berarti membuat. Sedangkan dalam 
bahasa Inggris pelaku disebut dengan doer. 
Menurut Leden Marpaung (2008:78) yang dimaksud dengan 
pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang diatur dalam undang-undang. Pelaku dapat diketahui dari 
jenis tindak pidana yaitu : 
1. Tindak pidana formil, pelakunya adalah orang yang 
memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang; 
2. Tindak pidana materiil, pelaku yaitu orang yang 
menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak 
pidana; 
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3. Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, 
pelakunya adalah orang yang memiliki unsur kedudukan 
atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. 
Secara umum orang yang melakukan dapat didefinisikan 
sebagai orang yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang 
dirumuskan didalam undang-undang. 
 
b. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) 
Orang yang menyuruh melakukan berarti  orang yang 
berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana  
namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya 
dengan menyuruh orang yang tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh 
melakukan disebut manus manistra. 
Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau 
manus manistra tidak dapat dimintai pertanggungjwaban atas 
perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. 
Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan 
Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang 
hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan 
apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat 
bertanggungjwab atas perbuatan yang disuruhkan.  
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c. Orang yang turut melakukan (medeplager) 
Orang yang turut melakukan atau orang yang secara 
bersama-sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi 
dua unsur berikut : 
1) Harus ada kerjasama; 
2) Harus ada kesadaran kerjasama. 
Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak 
pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab 
atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. 
Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang 
berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut 
mempertanggungjwabkan perbuatannya sendiri. 
Dalam putusan Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 26 
Juni 1971 no. 15 K/Kr/1970 berpendapat : 
Perbuatan terdakwa mengancam dengan pistol tidak 
memenuhi semua unsur 339 KUHP. Terdakwa ke-l yang 
memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan 
meninggalnya si korban. Oleh karena itu untuk terdakwa ke-
II, kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak 
pidana (medeplegen), sedangkan pembuat riilnya adalah 
terdakwa. 
 
d. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 
Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat 
(1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa 
uitlokker termasuk deelneming yang berdiri sendiri. 
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Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan 
sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan 
suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya. 
Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang 
menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama 
menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. 
Sedangkan perbedaannya adalah pada medepleger orang yang 
disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjwabkan sedangkan 
dalam uitlokker orang yang disuruh melakukan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara 
medepleger dengan uitlokker adalah pada medepleger cara 
membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam uitlokker cara 
membujuk ditentukan. 
Menurut Laden Marpaung (2008;85) unsur-unsur yang ada 
didalam uitlokker  yaitu : 
a) Kesengajaan pembujuk ditujukan kepada dilakukannya delik 
atau tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk. 
b) Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 
(1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan, menyalah gunakan kekuasaan, 
kekerasan, ancaman, tipu daya, dan memberiikan 
kesempatan, ikhtiar atau keterangan. 
c) Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk 
melakukan tindak pidana tertentu 
d) Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, 
atau setidak-tidaknya percobaan atau poging. 
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e. Membantu (Medeplichtgheid) 
Membantu atau medeplichtgheid diatur dalam Pasal 56 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 56 KUHP 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum 
(1).Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan 
dilakukan 
(2).Mereka dengan sengaja memberiikan kesempatan, 
ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
Kemudian dalam Pasal 57 KUHP, perlu dikatakan bahwa 
untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan 
perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi 
pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana. 
Membantu bersifat memberiikan bantuan atau memberiikan 
sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak 
melakukan tindak pidana hanya memberiikan kemudahan bagi 
pelaku. 
Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu 
unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut 
memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak 
pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku 
mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat 
mempermudah terjadinya tindak pidana atau  .  
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Kejaksaan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi 
penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan memperlajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaannya lainnya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer dan 
Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
 
D. Analisis Data  
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, 
yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan 
perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 
utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pengancaman Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara 
Bersama-Sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam 
Dalam Kasus No. 1686 / Pid.B/ 2011/ PN.Mks. 
Tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengancaman  
dan tanpa hak menguasai senjata tajam”  yang dilakukan oleh WAWAN 
alias RAIS DAENG NABA dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks., 
telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan vonnis 
kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.  
Perbuatan terdakwa sebelum di vonis oleh hakim haruslah 
dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Hal inilah kemudian 
menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bersalah 
terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh hakim. 
Jaksa dapat menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 
184 KUHP yaitu : 
a) keterangan saksi; 
b) keterangan ahli; 
c) surat; 
d) petunjuk; 
e) keterangan terdakwa; 
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Di luar dari alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 
KUHAP diatas, tidak diperkenankan untuk menggunakannya didalam 
pengadilan pidana. Hal ini kemudian yang dimaksud dengan pembuktian.  
1. Posisi Kasus 
Dalam kasus ini terdakwa Wawan alias Rais Daeng Naba telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dengan 
pengancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam (sebilah 
badik) terhadap saksi korban Ahdar Sanusi dan Sasbhya.  
Atas tindakan terdakwa bersama rekannya terhadap saksi 
korbannya telah mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.000.000,- (tiga 
juta rupiah) atau setidaknya sekitar senilai tersebut. Adapun posisi kasus 
no. 1686 /Pid.B/2010/PN.Mks adalah sebagai berikut : 
Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010, sekitar jam 18.30 
WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 
September 2010 bertempat di Jln. Metro Tanjung Bunga / Kanal 
Jembatan Barombong Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA dan 
lelaki RIJAL (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk 
Nokia E-71 dan Nokia 7310 yang seluruhnya merupakan 
kepunyaan saksi korban AHDAR SANUSI dan perempuan 
SASBHYA alias BHIYA dengan maksud untuk mememiliki secara 
melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban AHDAR 
SANUSI dan perempuan SASBHYA alias BHIYA dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam 
hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri 
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicuri terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA melakukan 
bersama-sama dengan lelaki RIJAL (DPO), dengan cara-cara 
sebagai berikut : 
 Bahwa berawal ketika saksi korban AHDAR SANUSI dan 
perempuan SASBHYA alias BHIYA berboncengan dan melintasi 
Jl. Pinggir Sungan Metro Tanjung Bunga/ Kanal Jembatan 
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Barombong, tiba-tiba terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG 
NABA dan lelaki RIJAL (DPO) dengan mengendarai sepeda 
motor merk Honda Beat berwarna putih dengan No. Polisi DD 
5051 AL mencegat dan mendekati motor saksi korban AHDAR 
SANUSI, kemudian lekai RIJAL (DPO) langsung turun dari 
motor dan mencabut badiknya dan mengarahkan kearah saksi 
korban AHDAR SANUSI dan perempuan SASBHYA alias 
BHIYA merasa takut karena diancam dengan badik, maka saksi 
korban AHDAR SANUSI dan perempuan SASBHYA 
menyerahkan Handphone miliknya. 
 Bahwa setelah terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA 
dan RIJAL (DPO) berhasil mengambil handphone merk Noki E-
71 milik saksi korban AHDAR SANUSI dan handphone merek 
Nokia 7310 milik perempuan SASBHYA alias BHIYA, kemudian 
lelaki RIJAL (DPO) merusak ban motor bagian belakang milik 
saksi korban AHDAR SANUSI, setelah itu terdakwa WAWAN 
alias RAIS DAENG NABA dan lelaki RIJAL (DPO) 
meninggalkan tempat kejadian tersebut.   
 Akibat perbuatan terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA 
dan lelaki RIJAL (DPO), sehingga saksi korban AHDAR 
SANUSI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta 
rupiah) atausetidak-tidaknya sekitar senilai tersebut.  
 
2. Dakwaan Jaksa  
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan surat dakwaan campuran yaitu pada dakwaan primair 
menggunakan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP atau subsidair 
dengan menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 
KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. 
Hal. Ini dimaksudkan oleh Penuntut Umum agar terdakwa tidak lolos dari 
pertanggungjawaban perbuatannya. Hal ini diutarakan oleh SYAMSINAR 
selaku Jaksa Penutut Umum pada kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks. 
pada wawancara yang dilakukan pada 8 Oktober 2012.  
50 
 
Dalam kasus ini, berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan surat dakwaannya, yakni oleh 
karena dakwaan disusun secara kumulasi, maka Jaksa Penutut Umum 
akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti yakni 
dakwaan subsidair Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dan dakwaan kedua yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat 
No.12 Tahun 1951.  
Pada Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
mengatur menenai pemerasan dengan pengancaman yang menegaskan :  
1. Barangsiapa; 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hukum; 
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang 
sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau 
kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang 
atau menghapuskan piutang; 
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan tersebut. 
 
Dari pasal diatas dapat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai 
berikut : 
Ad.1. Unsur Barangsiapa 
Bahwa pengertian “ barangsiapa “ disini adalah siapa saja 
orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Bahwa Lk. WAWAN alias RAIS DAENG NABA yang 
dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang 
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terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan 
Jaksa Penutut Umum, maka terdakwa yang ajukan dalam perkara 
ini adalah Lk. WAWAN alias RAIS DAENG NABA sebagai manusia 
yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tidak diatur dalam  KUHP, namun KUHP hanya 
mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam 
Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : 
1) Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karen 
jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena 
penyakit, tidak dipidana. 
 
Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun 
psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
selaku subjek hukum. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur                       
“ barangsiapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum.  
Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau   
orang lain dengan melawan hukum 
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Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta 
bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar 
jam 18.30 WITA, bertempat di Jln. Metro Tanjung Bunga/ Kanal 
Jembatan Barombong Kota Makassar, terdakwa WAWAN alias 
RAIS DAENG NABA bersama Lk. RIJAL (DPO) telah mengambil 
barang milik saksi korban Lk. AHDAR SANUSI berupa 1 (satu) 
sebuah handphone merk Nokia type E-71 berwarna putih dan 
barang milik saksi korban Pr. SASBHYA alias BHIYA berupa 1 
(satu) uni handphone merk Nokia type 7310 supernova dan 
terdakwa bersama Lk. RIJAL mengambil barang-barang tersebut 
dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizing dari pemiliknya 
yakni saksi korban Lk. AHDAR SANUSI dan Pr. SASBHYA alias 
BHIYA. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsure ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
 
Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan 
ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu 
barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu 
sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu 
membuat utang atau menghapuskan piutang; 
 
Bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat 
alternatif sehingga telah memenuhi unsure apabila terbukti salah 
satunya ataupun lebih. 
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Bahwa berdasarkan fakta yang d\terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta 
bahwa benar terdakwa WAWAN alias RAS DAENG NABA bersama 
Lk. RIJAL (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Lk. 
AHDAR SANUSI berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia type 
E-71 warna putih dan barang milik saksi korban Pr. SASBHYA alias 
BHIYA berupa 1(satu) unit handphone merk Nokia type 7310 
Supernova, dimana sebelum mengambil barang-barang milik saksi 
korban tersebut, terlebih dahulu terdakwa bersama Lk. RIJAL 
mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah badik 
yang diarah ke saksi korban lalu meminta kepada saksi korban 
untuk menyerahkan barangnya dan karena takut akan keselamatan 
jiwanya sehingga saksi korban Lk. AHDAR SANUSI dan Pr, 
SASBHYA alias BHIYA menyerahkan handphone mereka masing-
masing kepada terdakwa bersama Lk. RIJAL dan setelah 
handphone milik saksi korban berada dalam penguasaan terdakwa 
bersama Lk. RIJAL, kemudian terdakwa menyuruh Lk. Rijal untuk 
meminta lagi uang milik saksi korban namun karena saksi korban 
tidak mempunyai uang maka Lk. RIJAL langsung merusak ban 
sepeda motor saksi korban dibagian belakang, hingga akhirnya 
terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. RIJAL berhasil 
melarikan diri dan sampai sekarang belum berhasil ditemukan. 
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Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan perbuatan tersebut. 
 
Bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat 
alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah 
satunya ataupun lebih. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi tang 
disumpah, maka diperoleh fakta bahwa benar dalam melakukan 
perbuatannya tersebut, terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG 
NABA berperan selaku yang mengemudikan sepeda motor dan 
membonceng Lk. RIJAL (DPO) kemudian menunggu diatas 
motornya pada saat Lk. RIJAL melakukan aksinya, sedangkan Lk. 
RIJAL berperan selaku orang yang melakukan pengancaman 
terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah badik dan 
meminta paksa agar saksi korban menyerahkan barang miliknya, 
sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedang Lk. RIJAL 
berhasil melarikan diri.  
Jaksa Penunut Umum sendiri tidak menggunakan Pasal 368  
ayat (1) secara utuh melainkan men-junctokannya dengan Pasal 55 
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
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didalamnya menyatur mengenai penyertaan/ deelneming diatur 
dalam Pasal 55 yang memuat :  
Pasal 55 KUHP : 
(3).Dihukum  sebagai pelaku tindak pidana 
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau 
turut melakukan perbuatan itu; 
4. Mereka yang memberii, menjanjikan sesuatu, salah 
memakai kekuasaan atau martabat dengan 
kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan 
atau memberiikan kesempatan, ikhtiar atau 
keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu 
dilakukan. 
(4).Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, 
hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.  
 
Hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena, 
berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, tindakan pemerasan 
yang disertai pengancaman kekerasan dengan menggunakan 
senjata tajam sabagaimana yang dilakukan oleh terdakawa Lk. 
WAWAN alias RAIS DAENG NABA selaku rekan dari terdakwa Lk. 
RIJAL sekaligus merupakan terdakwa yang hingga saat ini masih 
belum tertangkap, tindakan pemerasan yang disertai pengancaman 
kekerasan dengan menggunakan senjata tajam tersebut tindak 
dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara 
bersama-sama yang mengakibatkan saksi korban Lk. AHDAR 
SANUSI dan Pr. SASBHYA alias BHIYA yang secara keseluruhan 
mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tigas juta rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar nilai tersebut. 
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Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Perbuatan terdakwa dibenarkan oleh saksi korban Lk. AHDAR 
SANUSI dan SASBHYA alias BHIYA yang pada pokoknya memberikan 
keterangan : 
1. Saksi Korban AHDAR SANUSI menerangkan : 
 Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18September 2010 
sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Jln. Tanjung Bunga/ 
Jembatana Barombong Makassar, telah terjadi pencurian 
terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone 
merk Nokia type E-71 warna putih; 
 Bahwa bernar setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui 
kali yang mengambil paksa barang-barang milik saksi 
tersebut adalah terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG 
NABA, bersama temannya yang saksi tidak kenal itu; 
 Bahwa benar selain handphone milik saksi yang diambil 
paksa oleh terdakwa berteman, terdakwa berteman juga 
telah mengambil handphone milik teman saksi korba Pr. 
SASBHYA alias BHIYA berupa 1 (satu) buah handphon 
merk Nokia warna biru; 
 Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil handphone milik 
saksi terlebih dahulu terdakwa berteman mengancam saksi 
dengan menggunakan sebilah badik; 
 Bahwa enar akibat kejadian itu menyebabkan saksi 
mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-. 
 Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan. 
 Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP. 
 
2. Saksi Korban SASHBHYA alias BHIYA menerangkan : 
 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 
sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jln. Tanjung Bunga/ 
Jembatan Barombong Makassar telah terjadi pencurian 
terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone 
merk Nokia type 7310 Supernova; 
 Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara tersebut.  
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Kedua keterangan saksi diatas menegaskan bahwa terdakwa Lk. 
WAWAN alias RAIS DAENG NABA telah melakukan tindakan pemerasan 
yang disertai pengancaman kekerasan dengan menggunakan senjata 
tajam terhadap saksi korban yang dilakukan secara bersama dengan 
rekan terdakwa lainnya Lk. RIJAL (DPO) yang hingga saat ini masih 
belum tertangkap.    
Dalam dakwaan kedua yang dibuat oleh jaksa penuntut umum 
yang mengenai delik penguasaan tanpa hak senjata penikam / senjata 
penusuk yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat 
No.12 Tahun 1951 terdiri dari unsur-unsur berikut :  
1. Unsur barang siapa 
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. 
 
Dari pasal diatas dapat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai 
berikut : 
Ad.1. Unsur barangsiapa 
Bahwa pengertian “ barangsiapa “ disini adalah siapa saja orang 
atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang ditegaskan 
pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. 
Bahwa Lk. WAWAN alias RAIS DAENG NABA yang dihadapkan 
dipersidangan ubu dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
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dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam 
persidangan ini adalah Lk. WAWAN alias RAIS DAENG NABA sebagai 
manusia yang merupakan subjek hukum yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan fakta tersebut ditas, maka unsure “ barangsiapa ” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 
Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. 
Bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak dan 
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 
WAWAN alias RAIS DAENG NABA tidak mempunyai izidari yang 
berwenang untuk memiliki ataiu membawaapalagi mempergunakan 
senjata penikam atau senjata penusuk. 
Bahwa unsur menguasai, membawa, menyimpan atau 
mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk adalah anasir 
yang berupa pilihan (alternatif), sehingga meskipun hanya salah satu yang 
terpenuhi maka unsur ini telah dikategorikan telah terbukti.  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan 
59 
 
terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 
2010 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Metro Tanjung Bunga tepatnya 
samping Mall GTC Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate 
Makassar, terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA telah ditangkap 
oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan sedang membawa atau 
menguasai 1 (satu) bilah badik model Makassar lengkap dengan 
sarungnya yang saat itu terdakwa selipkan dipinggangnya, dan terdakwa 
membawa atau menguasai senjata tajam berupa sebilah badik tersebut 
tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.  
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Oleh karena surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum bersifat campuran yakni dengan menggabungkan jenis dakwaan 
primair subsidair dan komulatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih 
salah satu dari dakwaan primair ataupun subsidair yang kemudian 
dikumulasikan dengan dakwaan lainnya, yang dalam hal ini Jaksa 
Penuntut Umum untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan subsidair oleh 
karena Jaksa Penuntut Umum mengganggap dakwaan subsidairlah yang 
paling mencocoki atas perbuatan terdakwa yang kemudian dikumulasikan 
dengan dakwaan selanjutnya terkait dengan penguasaan tanpa hak 
senjata penusuk/ senjata tajam terhadap terdakwa WAWAN alias RAIS 
DAENG NABA atas perbuatan yang telah ia lakukan. 
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5. Tuntutan Jaksa Penutut Umum (Requisitoir) 
Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang ditujukan 
kepada terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA, maka oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat tuntutannya lebih mengacu pada perbutan 
terdakwa yang dianggap paling memenuhi unsur-unsur dari pada Pasal 
368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai 
pemerasan dengan pengancaman dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
Darurat No.12 Tahun 1951 terkait dengan penguasaan tanpa hak senjata 
penusuk/ senjata tajam terhadap perubuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa dan menuntut agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan 
memutuskan perkara tindak pidana pemerasan yang disertai 
pengancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang 
dilakukan secara bersama-sama, dengan memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA, 
bersalah melakukan tindak pidana ” secara bersama-sama 
melakukan pemerasan dan pengancaman ” sebagaimana yang 
diatur dalam Psal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, dalam dakwaan pertama subsidair dan melakukan 
tindak pidana ” tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, 
atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk ” 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 
Undang-undang Darurat  Tahun 1951 dalam dakwaan kedua.; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN alias RAIS 
DAENG NABA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama   
2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 
ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone 
merk Nokia E-71 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 
7310 Supernovam dikembalikan kepada yang berhak, 
sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah badik lengkap 
dengan sarungnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 
Beat dengan nomor polisi DD 5051 AL, disesuaikan dalam 
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perkara yang sama dengan Nomot Tuntutan PDM-1391/ Mks/ 
Ep/ 11/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010; 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
6. Amar Putusan 
Berdasarkan pertimbangan Majielis Hakim, maka amar putusannya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa WAWAN alias RAIS DAENG NABA telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana ” secara bersama-sama melakukan pengancaman dan 
tanpa hak menguasai senjata tajam ”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN alias RAIS 
DAENG NABA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan; 
3. Menyatakan barang bukti berua 1 (satu) buah handphone merk 
Nokia type E-71 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 
7310 Supernova, dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) 
unit sepeda motor merk Honda Beat putih DD 5051 AL, 
dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan 2 (dua) bilah 
badik lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).  
 
7. Komentar Penulis 
Hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa WAWAN alias RAIS 
DAENG NABA dengan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat 
dalam dakwaan subsidair Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP mengatur mengenai pemerasan dengan pengancaman, dari 
pada menggunakan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP yakni 
mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan/ ancaman 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena Majelis 
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Hakim lebih berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN alias 
RAIS DAENG NABA dan Lk. RIJAL (DPO) yang juga merupakan pelaku 
yang hingga saat ini belum ditangkap, lebih mencocoki rumusan delik 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pemerasan dengan 
pengancaman. Hal tersebut didasarkan bahwa berdasarkan rentetan 
peristiwa terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
terdakwa, dalam mewujudkan kehendaknya terlihat adanya interaksi 
berupa paksaan antara terdakwa dan saksi korban guna mengambil, 
merampas, ataupun menguasai baik secara keseluruhan ataupun 
sebagian kepunyaan saksi korban yang berisi ancaman kekerasan 
tehadap saksi korban. Rentetan perbuatan sebagaimana yang dilakukan 
oleh terdakwa kurang mencocoki rumusan Pasal Pasal 365 ayat (1) dan 
(2) ke-2 KUHP, hal tersebut dapat terlihat dari rentetan perbuatan 
terdakwa, yang mana terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh 
terdakwa agar korban menyerahkan suatu barang, sedangkan unsur 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan/ ancaman kekerasan tidak 
terlihat dari rentetan perbuatan terdakwa. Pencurian yang dilakukan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hanyalah bertujuan untuk 
mempermudah pencurian tersebut tanpa perlu ada interaksi berupa 
paksaan terhadap korban dalam mengambil ataupu menguasai 
kebendaan milik orang lain/ korban.  
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Dalam proses persidangan, tidak terbukti bahwa terdakwa telah 
melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan/ ancaman 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang 
termuat dalam surat dakwaan pertama primair oleh Jaksa Penuntut Umum 
yang menggunakan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. 
Dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum yaitu keterangan saksi/ saksi korban, petunjuk dan 
keterangan terdakwa telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan 
dari alat-alat bukti tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah 
menyalahi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur sebelumnnya 
dalam 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan 
368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sangatlah 
tepat,  dengan mangacu pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa dan rekan terdakwa lainnya serta tidak ditemukannya peran 
yang berbeda antara perbuatan terdakwa dengan rekan terdakwa yang 
juga merupakan terdakwa lain dalam melaksanakan perbuatannya. 
Majelis Hakim sangat jelih dalam melihat dan menelaah 
serangkaian perbuatan terdakwa bersama rekannya sehingga penerapan 
Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur 
mengenai pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan secara 
bersama-sama dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 
1951 terkait dengan penguasaan tanpa hak senjata penusuk/ senjata 
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tajam sudah sangat bersesuaian dengan perbuatan terdakwa yang 
tentunya harus dipertanggungjawabkan.    
Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan Pasal 368 ayat 
(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dibandingkan dengan Pasal 
ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, karena dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tindakan paksaan berupa pemerasan/ 
pengancaman yang dilakukan pelaku adalah tujuan dan bukan merupakan 
alat atau daya upaya atas tujuan lainnya, yang dalam kasus ini bertujuan 
untuk menguasai kepemilikan barang yang merupakan kepunyaan orang 
lain/ saksi korban.  
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Perkara Pidana No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks. 
 
Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan 
adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan 
tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau 
tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat tergantung 
oleh dakwaan yang dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat 
dakwaannya. Didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum memasang 
pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku melalui berita acara 
yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah 
dilakukan. Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan 
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untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun 
alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) 
yaitu : 
a. Vonis bersalah 
b. Vonis bebas 
c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum 
Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan 
terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat 
dalam pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tidak 
adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. 
Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan 
persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur 
yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan 
minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. 
Vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika 
dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah 
mmenuhi unsur-unsur yang telah dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan 
pemaaf atau alasan pembenar. 
Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah oleh 
gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah 
alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa 
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dibenarkan misalnya, overmach, perbuatan terdawa berdasarkan perintah 
atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah Undang-Undang. 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 
1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks., adalah vonis bersalah dengan hukuman 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-
sama melakukan pengancaman dan tanpa hak menguasai senjata tajam 
yang hal tersebut secara tegas diatu dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Yuridis 
Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa 
tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Adapun 
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa yakni :  
 Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah 
mendakwa terdakwa dengan dakwaan campuran yakni primair 
subsidair dan komulatif. 
 Menimbang, bahwa karena oleh perbuatan terdakwa telah 
memenuhi segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum pertama subsidair, oleh karena 
itu dakwaan pertama primair tidak terbukti, dan kedua 
mengingat oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut adalah dakwaan campuran komulatif,  
 Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yakni Lk. AHDAR SANUSI, 
Pr. SASBHYA alias BHIYA yang keduanya adalah saksi korban 
dan SUKARYONO yang merupakan anggota polri yang 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penguasaan 
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senjata tajam, yang meberikan kesaksian dibawah sumpah yag 
termuat dalam berita acara pemeriksaaan penyidik dibacakan 
dimuka persidangan. 
 Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-
saksi tersebut. 
 Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan 
barang bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana secara bersama-sama pengancaman 
dan tanpa hak menguasai senjata tajam. 
 Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. 
 Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak didapati hal-hal yang 
dijadikan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar dan Terdakwa dipandang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya. 
 Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan surat 
penahanan yang sah, maka oleh karena itu terdakwa tersebut 
haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan dan selama terdakwa 
berada dalam tahanan dinyatakan dikurangkan seluruhya dari 
pidana yang dijatuhkan.  
 Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pada diri terdakwa. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis 
Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan sesuai yang terungkap di persidangan, yakni : 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami 
kerugian; 
 Perbuatan terdakwa tercela dan bertentangan dengan hukum; 
 Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat; 
 Terdakwa sementara di hukum dalam perkara yang sama. 
Hal-hal yang meringankan : 
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 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya; 
 Terdakwa sopan dalam persidangan. 
Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai 
dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu 
sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya 
di masa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi 
terdakwa.  
Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah 
bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 368 
ayat (1) KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang No.12/Drt/ 1951 Tentang Penguasaan Tanpa Hak 
Senjata Api dan Senjata Tajam sebagaimana yang menjadi isi dari surat 
dakwaan subsidair jaksa penuntut umum. Majelis beranggapan bahwa 
dakwaan primair yang diajukan oleh jaksa penutut umum kurang 
mencocoki rumusan delik sebagaimana yang dimuat oleh jaksa penuntut 
umum pada dakwaan primairnya.  
Unsur-unsur tersebut didukung oleh keterangan saksi dari saksi 
korban Lk. Ahdar Sanusi dan Pr. Bhya alias Sasbhya. Saksi-saksi  a de 
charge yaitu saksi Lk. Sukaryono yang berprofesi sebagai Anggota Polri. 
Terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama 
melakukan pemerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang lain, tidak 
hanya berdasarkan pada alat bukti saksi yang terdiri atas saksi korban 
dan dua kesaksian lainnya, melainkan pula  didukung oleh alat bukti 
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keterangan dari terdakwa sendiri yang kemudian membenarkan segala 
rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya bersama Lk. Rijal yang 
sampai pada saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang oleh 
aparat kepolisian terhadap korban Lk. Ahdar Sanusi dan Pr. Bhya alias 
Sasbhya. Sehingga kesemua alat yang kesemua alat bukti di atas telah 
bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa bersama rekan terdakwa 
tersebut.    
3. Analisis Penulis 
Amar putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu 
sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana 
oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Secara yuridis 
berapapun sanksi pidana yang dijatuhakan oleh hakim tidak menjadi 
permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum 
sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, 
melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa 
alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi 
pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat  diterima 
dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan 
bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.  
Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis 
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Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-
pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Berdasarka fungsinya, 
Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman didalam 
melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai 
acuan dasar dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim sendiri tidak 
boleh memidanakan orang yang bersalah atas perbuatannya bilamana 
Jaksa Penuntut Umum tidak perbuatan tersebut tidak dimasukkan 
kedalam surat dakwaan meskipun yang terbukti bahwa pelaku melakukan 
tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. 
Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 
(tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yakni ; ” keterangan saksi korban/ saksi, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Jadi hal ini sudah cukup alat bukti untuk diajukan di 
persidangan ”.  
Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa 
hakim dalam menjatuhakan putusan harus didasarkan pada sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. 
Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. 
Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan surat dakwaan primair 
subsidar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang oleh Majelis 
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Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan serangkaian 
perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua 
unsur-unsur dari tindak pidana, yang tentunya pula karena surat dakwaan 
ini bersifat primair subsidair tersebut, maka oleh karena pada dakwaan 
primair sebagaimana yang diajukan dalam surat dakwaan oleh jaksa 
penuntut umum dipandang oleh Majelis Hakim berlum mencocoki 
rumusan delik sesuai dengan rangkain perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku, maka tentunya harus dengan membuktikan unsur-unsur 
sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan 
subsidairnya.  
Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwapun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keselurahan dari 
rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian 
para korban dak saksi lainnya, petunjuk berdasarkan penguasaan senjata 
tajam dan barang hasil rampasan terdakwa bersama rekannya serta 
keterangan terdakwa yang kemudian membenarkan serangkain perbuatan 
yang telah dilakukan olehnya bersama rekannya, surat dakwaan 
sebagaimana yang telah diajukan oleh jaksa penutut hukum hingga 
putusan Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
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pidana penjara sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan 
oleh terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana terhadap delik pemerasan dan 
pengancaman kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks 
sudah tepat, karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur 
Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/ 1951 Tentang 
Penguasaan Tanpa Hak Senjata Api dan Senjata Tajam 
sebagaimana yang menjadi surat dakwaan subsidair oleh jaksa 
penuntut umum. Serta memandang Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 
KUHP yakni mengatur tentang pencurian yang disertai dengan 
kekerasan/ ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-
sama, oleh karena Majelis Hakim lebih berpandangan bahwa 
perbuatan terdakwa kurang mencocoki unsur dari delik yang 
dimaksud.    
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan 
perkara pidana No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks dengan terdapatnya 
tiga alat bukti yang sah serta hakim yakin sehingga Majelis Hakim 
menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah sangatlah 
sepadan dengan perbuatan terdakwa.  
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B. Saran 
1. Bahwa hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih jeli 
dalam menjatuhkan putusan terutama jika dalam surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang usurnya mirip, 
sehingga nantinya akan menghasilkan suatu putusan yang dapat 
memberikan rasa keadilan bagi pihak korban.  
2. Hendaknya terdakwa dihukum lebih berat lagi untuk memberikan 
efek jera kepada terdakwa. 
 
 
 
  
75 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Chazawi, Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada. 
______________, 2010, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta. PT. 
RajaGrafindo Persada. 
Gunawan, Ilham, 2002, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta. 
Hamzah, Andi, 2009, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam 
KUHP, Jakarta, Sinar Grafika. 
Ilyas, Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak 
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat 
Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia 
Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi;  2002; Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika. 
Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 
Marpaung, Leden, 2008, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 
Jakarta, Sinar Grafika. 
Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, 
Teori, Praktik Peyusunan, dan Permasalahannya, Bandung, 
PT.Citra Aditya Bakti. 
Prakoso, Djoko, 1988, Hukum Penitensier Di Indonesia, Jogjakarta, 
Liberty. 
Prodjodikoro, Wirjono; 2009; Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 
Bandung, Refika Aditama. 
Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
Bogor, Politeia. 
Subekti, R, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Pradnya Paramita. 
Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif 
Pembaharuan,  Malang, UMM Press.  
76 
 
Zainal Abidin Farid, A. dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk 
Khusus Perwujudan Delik ( Percobaan Penyertaan, Dan 
Gabungan Delik ) Dan Hukum Penitensier, Jakarta, Sumber 
Ilmu Jaya. 
 
Perundang-undangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) 
 
Sumber Lain 
Keputusan Dekan Fakuktas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 
7905/ H4.7/ PP.30/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi dan 
Pelaksanaan Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.  
 
 
 
